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Prosedur Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim,
Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil

Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan

pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan,
maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan meningkat.
Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung (https://siwas.mahkamahagung.go.id);
2.layanan pesan singkat/SMS;

3. surat elektronik (e-mail);

4. faksimile;

5. telepon;

6. meja Pengaduan;

7. surat, dan/atau

8. kotak Pengaduan.

www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-publik

Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 01
nama Pelapor#nip/no.identia:
kerja terlapor#isi pengaduan.

Surat elektronik (e-mail);
P duan@badanp net

Telepon/Faksimile :

(021) 21481233

Meja Pengaduan Badan Pengawasan
Pengadilan

Surat, kirim ke:
cha,v-a Badan Pengawasan MA RI J| Jend. Ahmad Yan|
Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan:

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.

185282490900 dengan format SMS:
s pelapor#nama terlapor#satuan

MA RI dan atau Meja Informasi g

3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

1. identitas Pelapor,
2. identitas Terlapor jelas;

3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran
itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor

perkara;
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Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat

1. identitas Pelapor;
2. identitas Terlapor jelas;
3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran

itu terjadi misainya, apabila perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomer
perkara;

4. menyertakan bukli atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukli atau keterangan ini termasuk nama,
alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan

5 petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan
Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikinim ke Badan Pengawasan apabila diperiukan

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

1. identitas Pelapor;

2 identitas Terlapor jelas;

3. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus
dilengkapi dengan nomor perkara;

4. menyertakan bukli atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukli atau keterangan termasuk nama jelas,
alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;

5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat
ditindaklanjuti

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut
1. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera
dilakukan pemeriksaan guna membuklikan kebenaran informasinya;
2 Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansifmateri Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera
dilakukan pemeriksaan guna membuklikan kebenaran informasinya; °

3. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau

4. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk
dijadikan sebagai tambahan informasi.

Per yang tidak diti juti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut

1. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan;

2. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara yang tidak
adil, yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud;

3. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja i hakim tau i Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah
pensiun, telah pindah ke instansi lain;

4. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang;

5. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan;

6. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain diluar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Poli

7. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya;

8. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah
per Ketua P 1 Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct);

9. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Pelapor memiliki hak untuk:

1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;

2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;

5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan

6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Terlapor memiliki hak untuk: °

1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti 1ain;
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7. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya;
8. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan jan Ketua Per ilan Tingkat Pertama di bawah

pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct),
9. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Pelapor memiliki hak untuk:

1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mer 1informasi r i tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Terlapor memiliki hak untuk:

1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;

2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;

4. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan

5. mendapatkan surat keterangan yang 1 bahwa Per 1an atas dirinya tidak terbukdti.
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DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA: =~

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI

3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan(Whistleblowing System) Di
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada
Dibawahnya.

4. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
:026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan_Pengawasan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

it

1. 82
2. 51
3. SLTA

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penanganan Delegasi dari BAWAS Tentang Tindak
Lanjut Pengaduan
2. SOP Subag IT dan Pelaporan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
7. Aplikasi SIWAS

ook wp =

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan
pengaduan tidak terlaksana

Dokumen pengaduan

Halaman 1 dari 2

SOP PENANGANAN PENGADUAN




Pelaksana Mutu Baku Ket.
- Petugas Panmud Panitera Ketua / Persyaratan/ Waktu Output
No Aktivitas Meja Hukum Wakil Ketua Perlengkapan
Pengaduan
1 [Menerima Buku register Pengaduan
pengaduan ( } pengaduan telah
tertulis/elektronik Formulir 20 Teregister
menghadap pengaduan menit
langsung dan ATK
meregister
pengaduan
2 |Menerima surat Buku register Berkas
pengaduan dari » I I pengaduan pengaduan
meja Formulir lengkap
pengaduan & pengaduan 15
informasi dan Lembar menit
meneruskan ke Disposisi
Ketua SIWAS
Pengadilan ATK
3 |Mengklasifikasi Berkas Hasil disposisi |Ditindak
pengaduan dan Pengaduan Ketua lanjuti
memberikan Jj Lembaran Pengadilan atau
disposisi 7 L Disposisi Surat 10 diarsip
. Pengaduan menit kan
tindaklanjut ATK
pengaduan
4 | Menindaklanjuti Lembar Disposisi
disposisi Ketua I:—" disposisi Ketua
Pengadilan — pimpinan 10 Pengadilan
Berkas menit | ditindaklanjuti
Pengaduan
ATK
5 [Menginput Lembar Pengaduan
pengaduan disposisi terinput
kedalam < pimpinan 20 kedalam
SIWAS — Berkas menit | SWAS
Pengaduan
SIWAS
ATK
6 |Memberikan ; Berkas Pemohon
Nomor PIN t Pengaduan 10 mendapatkan
kepada j SIWAS menit | Nomor PIN
Pengadu ATK Pengaduan
7 |Pengarsipan Berkas Berkas
é Pengaduan 10 pengaduan
ATK menit | telah
diarsipkan

Halaman 2 dari 2




Komplek Perkantoran Kantor Pengadilan Negeri, Gn. Kembang
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37481, Telp (0745) 91006

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SAROLANGUN-JAMBI

Nomor

Nama Pejabat/Pegawai | “Whistle-Blowing System ____Hasil Evalus
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PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Kantor Pengadilan Negeri, Gn. Kembang
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37481, Telp (0745) 91006

SAROLANGUN-JAMBI
Nomor Nama Pejabat/Pegawai | Whistle-Blowing System | Hasil Evaluas!
_ W |
......................................................................... NUH L

Sarolangun, 30 Februar 2022
Ketua Pengadilan Negen Sarclangun

Deka Diana, S H., MH.
NIP,. 1980120820031 22001
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PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Kantor Pengadilan Ne

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jam
SAROLANGUN-JAMBI

geri, Gn. Kembang
hi 37481, Telp (0745) 91006

Hasil Evaluasi

Nomor Nama Pejabat/Pegawai

Whistle-Blowing System
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Sarolangun, 30 Maret 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
\.\...II

Deka Diana, S.H., M.H.
NIP.198012082003122001
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